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BUPATI SINTANG

PER&TURAH BUPATI SINTANG
NOMOR#¥TAHUN 2015

TENTANG
NDAR BIA
sgt g WL G:‘;; Bi%&:ﬁwm DINAS TETAP BAGI PENYULUH
PERIKANAN , KEHUTANAN FE;}{KS&NA PENYULUHAN PERTANIAN,
ANGGARAN PENDAPATAN 5 KETAHANAN PANGAN ATAS BEBAN

AN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan
bahwa Standar Satuan Harga merupakan salah satu
dasar penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 ayat (1)
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 tentang Standar
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2016, dinyatakan bahwa Ketentuan-
ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena
Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas Tetap
dalam Wilayah Jabatannya dapat diberikan Biaya
Perjalanan Dinas Tetap, yang selar_xju_tnya akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sintang;

b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
: Pererintahan dan Pembangunan di Kabupaten Sintang
serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan tugas pokok dan fungsi pemerintahan
terutama dalam bidang penyuluhan, rpaka dlp.andang

{u untuk menetapkan Stanc}ar _Bsaya Perjalanan

pet Tetap Bagi Penyuluh di Lingkungan Badan
Dmas]uhﬂ-n Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
Pen an Pangan Atas beban Anggaran Pendapatan
&:ﬂtﬂgﬁaﬂja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran

2016;
c. bahwa...
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}l:ahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
de“““‘ & huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan
ngan Peraturan Bupati Sintang;

E;I;a‘;g'undins Nomor 27 Tahun 1959 tentang
1953 Pan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

> tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Di
Igf:gl&;tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Ind omor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
;;0“'&31& Nomor 352) Sebagai Undang-Undang
E,;mba-m“ Negara Republik Indonesia Tahun 1959
omor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Pﬂn‘.‘-"ﬂlt_nggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomeor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan ~ Dan  Tanggung = Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun_ 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang ...
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15.

16.
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gnda-“E‘Undﬂng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
[L‘:HIbEntukan Peraturan Perundang-Undangan
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

oot 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

d Unda"E'Uﬂdang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun .2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu_n 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17, Perat'uran el
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Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
anja Daerah Tahun Anggaran 2016;

e gg‘l-]ﬂé te Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
Daersh Ntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Tamal Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
25) E-ha.n.l,emba_‘.an Daerah Kabupaten Sintang Nomor

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran
acrah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3,

’:l;';iunbahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Sintang Nomor 72 Tahun 2015 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Pejabat Negara, Pejabat Lainnya Yang Setara, Pegawai
Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sintang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

) RAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA
e - gggdﬁgﬁﬂﬁﬂ DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI
LINGKUNGAN  BADAN PELAKSANA  PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN
PANGAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN

ANGGARAN 2016.

BABI ...
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

palam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

10.

11,

paerah adalah Kabupaten Sintang

Pc:‘l c:;n;af Dacrah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
G SUr penyelenggara pemerintah daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Sintang,
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.

Perangkat Daerah adalgh organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah dﬂﬂ Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
Kabupaten.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Kabupaten di bawah Kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Perjalanan Dinas Tetap adalah Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil
yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas secara rutin

setiap bulan dalam wilayah jabatannya.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan organisasi di Lingkungan _Pi:_menntah Kapu;;aten Sintang,
Pegawai tidak tetap terdiri dari Pegawai Tidak Tetap Bidang Kesehatan,
Pendidikan dan Pegawai Honor Daer_ah serta Penyedia Jasa {-.drninistrasi
Kantor, Jasa Sopir dan Motoris, Penjaga Malam, Jasa Kebersihan Kantor
dan Jasa Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang,

' berwenang adalah Bupati/Ketua DPRD/Pengguna
St land Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang

sa Pengguna e
s;%gm:: Angga:gij Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

12. Jabatan ...
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,
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Jabatan P‘ungsiona_[ adalah  keqyq
u

tanggunNg jawab, wewe

suatu satuan organisar:iang dan hak Seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

pada keahlian dan /atay k gt‘:ng dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
ampilan tertentu serta bersifat mandiri.

ukan yang menunjukkan tugas,

Jabatan Fungsijong] .

profesional yang pelilf}:ahhan adalah jabatan fungsional kualifikasi

penguasaan ilmy pengeta}ianaan tugas dan fungsinya mensyaratkan
uan dan teknologi di bidang keahliannya.

Jabatan Fungsiong] ;

teknis atau penunjan Ketraml.)‘lan adalah jabatan fungsional kualifikasi
mensyaratkan Il'engl-lgrzlsa‘:;:bfesmnal yang pelaksanaan tugas dan fungsinya
pengetahuan atay lebih. an pengetahuan teknis di satu bidang ilmu

Satuan Kerja Peran

perangkat - da:;ahgka;agaerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
a e ;

anggaran/pengguna barang, peémerintah  daerah selaku pengguna

la:'l(zzgal".eﬁfl untulatr me?aial Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
sanak .
dipimpinnya. an tugas pokok dan fungsi SKPD yang

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebfiglan kewenanga_n pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Penyuluh P ertanign, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan baik
P_eny’uluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya
disebut Penyuluh adalah perorangan warga Indonesia yang melakukan

kegiatan penyuluhan.

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BP4K2P adalah Badan
setingkat Eselon II yang menyusun kebijakan dan programa penyuluhan,
melaksanakan penyuluhan serta pembinaan kepada Penyuluh Kabupaten

Sintang.

Wilayah Kerja Binaan Penyuluh yang selanjutnya disingkat WKBP adalah
wilayah operasional penyuluh yang terdiri dari satu atau beberapa desa
atau kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang,

Supervisi adalah kegiatan pengawalan atau perpbinaan yang dimaksud
untuk meluruskan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan agar sesua dengan
tuiuan dan sasaran yang diharapkan dan menetukan tindakan koreksi
yaJng perlu diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang

berjalan.
L jatan pemantauan yang dilakukan untuk
Momtoqng adalah inlif i atau sumber daya yang tersedia telah optimal
memastikan apakah kah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan

di tkan dan ap ; :
ourtr;atﬁfiitcome, benefit dan impact yang diharaplan.

23. Evaluasi ...
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_Evaluasi adalah ke
kegiatan dengan mﬁtﬂn untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu

ditetapkan yang melipyg; _ indikator-indikator tujuan yang telah
saat kegiatan bﬁrl&ngsu:l evaluasi sebelum kegiatan dimulai, evaluasi pada
g dan evaluasi sesudah kegiatan selesai.

4. Kota Kecamatan adalap, j : i
4 Kabupaten Sintang ae::m kota dari masing-masing Kecamatan di wilayah

ketentuan Pﬂmndmg_undmgan a Y?;E telah ditetapkan berdasarkan
95, Surat Pennta.h Per}ﬁl&nan Di
: : . Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat
g:tia;ah:cﬂ' %b:t walnya Yang Setara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak

mb;rian fa 51& s K?ntrak untuk melaksanakan perjalanan dinas serta
pe silitas perjalanan dan pembiayaarn.

= ﬁél_fft i;nntah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas
Iaf:‘ aka};ang du:u‘l kepada bawahan yang berisi perintah untuk
melaksan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB 11
BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH
Pasal 2

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh
Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sintang yang
berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan
dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi biaya
Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh Dari Kecamatan Ke Wilayah Kerja Binaan

Penyuluh (WKBP).
Pasal 4

(1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a merupakan biaya pexj]a]gnan rutin Penyylub setiap bulan
dalam rangka melaksanakan sistem kerja Latihan dan humungan (LAKU)
yang merupakan suatu sistem yang mengatur jadwal kerja dan kegiatan
penyuluhan sehingga interaksi antara penyuluh dengan pelaku utama dan

pelaku usaha dapat berjalan dengan baik.

: : . Tetap Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat
@) ﬁilajé?lal:;z]alaﬂ:ﬁ E:;-Eigmpaﬁ kedudukan [bukota Kecamatan ke Wilayah
: _ﬂ-‘mk KBP) di kelurahan/desa dan kembali ke
Kerja Binaan Penyuluh O
kedudukan semula.
(3) Biaya ...
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| (3 B "’f]?;“,:ﬁnﬂﬂaﬁ;" di?m“ Tetap Penyuluh dibayar sebelum atau sesudah

pe akukan,

4)Biaya Perjalanan Dinas Tetap pe i a dimaksud dalam
Hpasa,l 3 dibayar sekalj Bctial:;; nyuluh sebagaiman

i bulan bagi setiap Penyuluh Pertanian,
perikanan, Kehutanan ¢ Ke = Pangga]n .

BAB 111
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

(1) Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran SKPD yang
mengeluarkan SPT yang bersangkutan.

(2) Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tetap sudah termasuk Transportasi,
Makan, Uang Saku, Angkutan Setempat dan Penginapan.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk Perjalanan Dinas
Tetap Bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan

Pangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang.

Pasal 6

(1) Standar Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dari Kecamatan ke
wilayah kerja binaan Penyuluh Kabupaten Sintang tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Contoh Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Contoh Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Perjalanan Dinas Tetap

Penyuluh dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(4) Contoh Laporan Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh dalam Lampiran 1V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Contoh Kuitansi/Tanda Terima Pembayanan Biaya Perjalanan Dinas Tetap

Penyuluh dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
darri Peraturan Bupati ini.

Pasal ¥ .-
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Pasal 7

Ketentuan-ketentuan yang gj . .
sejak tanggal 1 Januari Englﬁ latur dalam Peraturan ini mulai di

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sintang.

Ditetapkan di Sintang
da tanggal /0 OfsemBeR. 2015

NJABAT BUPATLSINTANG, %

Diundangkan di Sintang
pada tanggal /0 BEEMGER. 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

. O -

o

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR }}



noinad?7

: PERATURAN BUPATI SINTANG -

[

NOMOR
TANGGAL Ry g
NTANG -
s ':.Sf;?é'”"“ BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI PENYULUH DI
KUNGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN  PERTANIAN,

PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH
BE::NFMEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
JA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

\NDAR BIAYA Y-
§7 ? HRH‘.IEHJ& :fnnm“ TETAP PENYULUH DARI KECAMATAN KE WILAYAH

AAN PENYULUH KABUPATEN SINTANG

ﬁ;r’- WILAYAH PERJALANAN SATUAN BANTUAN KETERANGAN
o = - BIAYA (Rp)
1, L i 2 2 -
| [kECAMATAN SINTANG ORANG / BULAN 175.000
1 KECAMATAN KELAM PERMAI ORANG / BULAN 200.000
: KECAMATAN BINJAI HULU ORANG / BULAN 200.000
i KECAMATAN SEI TEBELIAN ORANG / BULAN 200.000
; [KECAMATAN TEMPUNAK ORANG / BULAN 200.000
; [KECAMATAN DEDAI ORANG / BULAN 200.000
- [KECAMATAN SEPAUK ORANG / BULAN 200.000
KECAMATAN KAYAN HILIR ORANG / BULAN 200.000
KECAMATAN KAYAN HULU ORANG / BULAN 225.000
KECAMATAN KETUNGAU HILIR ORANG / BULAN 225.000
KECAMATAN KETUNGAU TENGAH ORANG / BULAN 225.000
KECAMATAN KETUNGAU HULU ORANG / BULAN 400.000
KECAMATAN SERAWAI ORANG f BULAN 400000
KECAMATAN AMBALAU ORANG / BULAN 450.000
S —
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+ PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 33 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 POemMmgen 2015
TENTANG -

AGI
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TE:TAPK gﬁm
LINGKUNGAN BADAN PELA S
PERIKANAN, KEHUT&NAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ﬂTﬁSDiggh 2
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEmNJam&
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 20160.

PENYULUH DI
PENYULUHAN PERTANIAN,

CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS (HALAMAN 1)

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,

PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirobusedo. Telepon,/Faksimil (0565) 21608

TP TAH TUG

Nomor : .........

1. | Pejabat yang berwenang memberi tugas

2. | Nama/NIP Pegawai yang ditugaskan

3. | a. Pangkat dan Gol. Ruangan
b. Jabatan/Instansi

b. Kode Rekening Kegiatan

4, | Untuk Tugas
5. | a. Tanggal beranghat a.
b, Tanggal harus kembali b.
9. | Pembebanan Anggaran
a, Keode Instansi :;.

10| Keterangan lain-lain :

Tiba di :
Pada tanggal :

Mengetahui
Kepala Desa ......ccovusevees

Dikeluarkan di :
Pada tanggal

An. KEPALA BP4K2P
KABUPATEN SINTANG
Koordinator Penyuluh BP3K
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(AMPIRANIII - : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

i 1o DEempen. 2015

TAHUN 2015

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP BAGI

PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (HALAMAN 2)

—

[. Berangkat dari

Pejabat Yeng berwenang/

{Tempat
kedudukan)
Ke
Pada tanggal
 S—————— )
NIP.
1. Tibadi Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Pada tanggal
......................................... ) Vsseeminin e ]
NIP. NIP,
. Tiba di Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Pada tanggal
R et At o | [ T e )
NIP, NIP.
V. Tibadi Tele_nh diperikss  demgan  keterangan  bohws
{Tempat kedudukan) perialanan tersebut atas perintahnya dan semata-
Pati tanmsal . mata untuk kepentngan jabatan dalam wakiu

yang sesingkal-singkatnya.

Pejabat lainnya yang ditunjuk. Pejabat Yang berwenang/
Pejubat lainnya yang ditunjuk.
............................................ ) T e e S
r-__ J[HIP. MIP, !
V. Catatan lain-lain T
V. PERHATIAN

Apabila Negara { Daerah menderita ktn.lgiﬂn_a}dbat kesalahan, l-tct_atm
¥ang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjal;
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahurawan be

Peraturan perundang-undangan Yang berlakou.

: da_n kealpaannya, Pejabar
an dmas_, para pejabat yang
nggung jawab berdusarkan
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LAMPIRAN IV ¢ PERATURAN BUPATI SINTANG
:fﬂhaﬂﬁ : #%  TAHUN 2015
GAL : 10 Prgmlen 2015 Gl
TENTANG  : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS L?&i?fm
PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN PERIKANAN.
PENYULUHAN PERTANIAN, & "5 L ANGAN
KEHUTANAN ~ DAN  KETAHA ANGGARAN

BEBAN

KABUPATEN  ATAS = BEBAN | BUPATEN

PENDAPATAN DAN BELAN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS :

Sintang,
Kepada
Yth. Kepala BP4K2P
Di
SINTANG

LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

1. Dasar : SPT Kepala BP4K2P Kabupaten Sintang
Nomor :
Tanggal
2. Yang Melaksanakan Tugas :
Nama -
NIP
Jabatan :
3. Maksud : Dalam Ranglta .........ccoomsissvsiucisssssons i
4, Tujuan : Kelompok Tani
Alamat/Dusun
Ketua
Sekretaris
Bendahara
5. Waktu dan Tempat : Hari Pertama
Hari Kedua 5
6. Kegiatan/Proyek dari Intansi Teknis yang dilaksanakan Tahun ini :

a. Nama Kegiatan
b. Intansi Teknis :
7. Materi/Permasalahan Yang dibahas pada Pertemuan :
a.
b.
c.
8. Kesimpulan -

Mengetahui _ Sintang, 2016
Pengurus Kelompok Tani, Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas/
Yang Membuat Laporan,

E LT peREpEE AR RRERRREREEE F o G isesssssagfursaaamg ELE LT T ERuEEw
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mMPIRAN Vv

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP PENYULUH

“noinegt
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR :1}? TAHUN 2015
TANGGAL . jo PE¥MIER 2015 AP BAGI
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TE.FLgKSANﬂ

PENYULUH DI LINGKUNGAN BADAN Fg

PENYULUHAN PERTANIAN,

KEHUTANAN DAN KETAHANAN

KABUPATEN ATAS BEBAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

ANGGARAN
KABUPATEN

Lurnias Dibayar

NIP.

.............

Pada Tanggal :...

Bendahara Pengeluaran,

sasamasanmaTL
{.-.-.-.-r..-."----.-...... sasanan

CONTOH KWITANSI/ TANDA TERIMA

Kode Rekening e e
Sudah Terima dari : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD
Banyaknya Uang 1 R { e =
Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bulan ........ An. ... Dalam Rangka ............
Berdasarkan
EPD Nomor =0 eeeeesecemssserssesassaes
Tanggal B
Rincian Perjalanan Dinas Sebagai Berileut:

NO. RINCIAN BIAYA ""EL"‘“ KETERANGAN

1. | Biaya Perjalanan Dinas Tetap Penyuluh
JUMLAH
Sintang,........... S———-1 1 ]

Rp.

Telah diperiksa oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Rp.

Mengetahui/ Setuju Dibavar;
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

TB

Telah Menerima Uangs.-,,J

umlah

Yang Menerima,

I SINTANG,




